
BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABU PATEN BUTON

NOMOR J TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOM LNIKASI

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengir.gat

BUPATI BUTON,

a. baliwa dcngan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yong pada
pokoknya menyatakan ba

*

nwa mengabulkan permohonan
uji materil Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2U09 tcntang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah,

3truktur dan besarnya tarif Retribusi Peugciulalian
Vlenara Telekomunikasi sehagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013
tentang Relribus: Pcngendaliar. Menara Telekomuniksi,
perlu ditinjau kerabali dan disesuaikan;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, pcrlu mcnctapkan Peraturan Dacrali
rentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kahnpatrn
3u:on Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Tclekomunikasi;

1
. Pasal 18 Ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
iLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );

3
. Undang-Undar.g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Koawngan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoi 4286),

4
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 U?ntang

Perimbar.gan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);














